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PUTUSAN 
Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Pmk 

 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: 

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 23 Maret 2000, agama Islam, 

pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pamekasan, 

sebagai  Pemohon; 

m e l a w a n 

Termohon, tempat dan tanggal lahir Malang, 31 Januari 2007, agama Islam, 

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di 

Kabupaten Pamekasan, sebagai  Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa 

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 

2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Pamekasan pada hari itu juga dengan register perkara 

Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Pmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah dilaksanakan 

Pada tanggal  11 Juli 2023, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan  Tlanakan Kabupaten Pamekasan sebagaimana 

bukti  Kutipan Akta Nikah Nomor :  3528011072023059 tanggal  11 Juli 2023: 
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2. Bahwa setelah menikah  Pemohon dan  Termohon hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami isteri  di rumah orang tua Termohon selama 12 

hari lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon 

selama 3 bulan  dan selama tersebut  telah melakukan hubungan 

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul)  namun belum dikaruniai 

keturunan; 

3. Bahwa sejak  1 bulan  yang lalu, rumah tangga  Pemohon dan  Termohon 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon 

sering melawan dan membantah ketika dinasehati oleh Pemohon; 

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini  Pemohon dan  

Termohon telah pisah rumah sejak  1 bulan yang lalu,  Termohon pergi 

meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri ; 

5. Bahwa atas sikap Termohon yang demikian itu, menyebabkan  Pemohon 

merasa tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga bersama  

Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian ; 

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini ; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon Kepada Bapak 

Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan agar memeriksa 

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya : 

Primair : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama 

Pamekasan ; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; 

Subsidair : 

-  Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang 

menghadap sendiri di persidangan bersama kuasanya, sedangkan Termohon 

tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil 
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secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa 

hadirnya Termohon; 

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan 

menyarankan pihak Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan 

rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka 

pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon 

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dengan 

menyerahkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. Bukti Surat. 

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, NIK 3528012303000003. Bukti 

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan 

aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah 

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf 

Ketua Majelis;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palengaan, 

Kabupaten Tlanakan Provinsi Jawa Timur, Nomor : 3528011072023059 

tanggal  11 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis 

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan 

bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti 

(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2.  Bukti Saksi. 

Saksi 1, Saksi ke 1 Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan 

SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, 

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi 

adalah kakak kandung Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon dan belum dikaruniai anak; 
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- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai 

dengan Termohon; 

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon 

semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan 

pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah; 

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering melawan dan 

membantah Pemohon ketika dinasehati; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) 

bulan bulan yang lalu sampai sekarang; 

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, 

akan tetapi tidak berhasil;  

Saksi 2, Saksi ke 2 Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan 

SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten 

Pamekasan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi 

adalah kakak kandung Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon dan belum dikaruniai anak; 

- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai 

dengan Termohon; 

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon 

semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan 

pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah; 

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering melawan dan 

membantah Pemohon ketika dinasehati; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) 

bulan bulan yang lalu sampai sekarang; 

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, 

akan tetapi tidak berhasil;  
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Bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat 

bukti lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap 

pada permohonannya; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala 

hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian 

dalam putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. 

pasal 31 ayat (1) dan (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 

82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum 

Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara 

menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon 

sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon 

tetap ingin bercerai dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang 

menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut 

tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah 

dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan 

tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 

ayat (1) HIR); 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 

mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Pada 

mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 

beberapa tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah 
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dan tidak harmonis, penyebabnya karena Termohon selalu melawan dan 

membantah ketika dinasehati oleh Pemohon. Akibat dari perselisihan dan 

pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 

1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang, dan atas dasar tersebut Pemohon 

ingin bercerai dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, 

maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan 

Pemohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR,  

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim 

berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil 

permohonannya; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon 

mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 

orang saksi di persidangan; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang 

aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan 

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang 

meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status 

perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Pemohon   

tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal 

sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, dan Termohon bertempat 

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, yang berdasarkan 

ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan 

daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan 
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pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka 

Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan 

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan 

Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2023, yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Tlanakan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut  

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan 

Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, 

sehingga Pemohon telah mempunyai legal standing dalam mengajukan 

permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai 

pihak-pihak dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan 

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang 

keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, 

adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil 

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi 

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 

171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon  

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi  tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan 

mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 
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 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah 

namun dan telah dikaruniai seorang anak; 

 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, 

tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering melawan 

dan membantah Ketika dinasehati oleh Pemohon;  

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu 

(satu) bulan yang lalu sampai sekarang; 

 Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta 

keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat 

menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 11 

Juli 2023, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan 

bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering melawan dan 

membantah Ketika dinasehati oleh Pemohon;  

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, 

Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan 

yang lalu sampai sekarang; 

- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan 

perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apakah benar antara 

Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara 

terus menerus dan apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi; 

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang keterangannya saling 

bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan pisah 
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tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 

kurang lebih satu bulan. 

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mempertimbangkan 

segenap dalil-dalil Pemohon dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang 

diajukanoleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 

tanggal 11 Juli 2023; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ; 

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon; 

- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering melawan dan membantah 

ketika dinasehati oleh Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 

(satu) bulan yang lalu; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, 

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan tali perkawinan antara 

Pemohon dan Termohon layak diputuskan atau tidak. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis 

Hakim berpendapat, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan 

Termohon serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon baru 

berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan atau kurang dari 6 (enam) 

bulan.  

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung 

RI Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan, “perkara perceraian dengan alasan 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika 

terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah 

tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”. Oleh karena itu, Majelis 

berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’ie 

untuk menjatuhkan talak satu raj’ie terhadap Termohon dianggap masih 

prematur, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak; 

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang 

perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 
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Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara 

ini; 

MENGADILI: 

1. Menolak permohonan Pemohon;   

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu );   

 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari 

Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 

Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Jafar M. Naser, S.H.I., M.H. sebagai Ketua 

Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Ismail, S.Ag., M.H.I., masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam 

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota 

tersebut, dan dibantu oleh Saiful Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, 

dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. 

 

Ketua Majelis, 

 

ttd 

 

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H. 

Hakim Anggota, 

 

ttd 

 

Dra. Hj. Farhanah, M.H. 

 

ttd 

 

Ismail, S.Ag., M.H.I. 
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Panitera Pengganti, 

 

ttd 

 

Saiful Imam, S.H. 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran Rp. 30.000,00 

-  Proses Rp. 100.000,00 

-  Panggilan Rp. 250.000,00 

-  PNBP Panggilan 

-  Sumpah 

Rp. 

Rp. 

20.000,00 

100.000,00 

-  Redaksi Rp. 10.000,00 

-  Meterai Rp. 10.000,00 

J u m l a h Rp. 520.000,00 

(lima ratus dua puluh ribu rupiah). 
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